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Subsidi BBM 2013 Kembali Melampaui Prediksi
Kementrian Keuangan memperkirakan pengeluaran subsidi BBM total pada 2013 akan kembali melebihi jumlah 
yang dialokasikan pada anggaran 2013. Indonesia mengalokasikan USD 16,32 milyar1 untuk  pengeluaran subsidi 
BBM pada 2013, namun data yang dikeluarkan pada Januari 2014 menunjukkan bahwa pengeluaran aktual 
subsidi tersebut adalah USD 20,41 trilyun, yang menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 25 persen di atas 
nilai yang dialokasikan. Meskipun target untuk volume total BBM subsidi yang dijual (yakni 48 juta kiloliter) 
secara umum terpenuhi, depresiasi rupiah dari Rp9.760/USD pada Mei 2013 menjadi Rp12.245/USD pada 20 
Desember 2013, ditambah dengan harga minyak internasional yang lebih tinggi, mengakibatkan subsidi per unit 
BBM yang dijual meningkat tajam (Detik.com, 2013; Bank Indonesia,). 

Antara bulan Januari dan November 2013, Indonesia mengimpor 14,74 milyar ton minyak mentah  bernilai USD 
12,51 milyar, yang merupakan kenaikan 25 persen dari periode yang sama pada 2012. Volume impor berbagai 
macam bahan bakar (spirits) mencapai 13,40 milyar ton (dengan nilai USD 13,58 milyar) pada periode yang sama 
di tahun 2013, yang berarti 5,2 persen lebih tinggi dibanding 2012, sementara impor bahan bakar penerbangan 
(jet fuel) antara Januari dan November 2013 lebih tinggi 38,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama di 
tahun 2012. (BPS, n.d.a.). 

Di tahun 2014, Indonesia berencana mengalokasikan Rp194,83 trilyun untuk subsidi bahan bakar yang 
mencakup bensin RON 88, solar, LPG 3kg, dan gas untuk kendaraan bermotor (LGV). Pemerintah juga berencana 
mengalokasikan Rp89,8 trilyun  untuk subsidi listrik untuk kelas tarif dan tegangan di bawah 900VA. Kombinasi 
subsidi bahan bakar dan listrik di tahun 2014 bernilai sebesar 85 persen alokasi subsidi total Indonesia, yang 
setara dengan 23 persen total pengeluaran pemerintah pusat (Nota Fiskal dan Usulan APBN 2014, hal. Lampiran 
1-4, 11).

Pemerintah Provinsi Jakarta mengusulkan pengalihan dana subsidi BBM 
untuk transportasi massal 
Pemerintah Provinsi Jakarta terus mengutarakan keinginannya untuk mengurangi distribusi BBM bersubsidi 
di wilayahnya, dengan rencana untuk mengalihkan dana yang dihemat kepada salah satu program utama 

1 Nilai tukar dalam laporan ini adalah nilai tukar BI pada 3 Februari 2014 senilai Rp12.251/US$.	
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Jakarta, yaitu pengembangan sistem transportasi massa Jakarta. Joko Widodo, gubernur Jakarta yang populer, 
menyatakan bahwa saat ini sedang berlangsung pembicaraan dengan Kementrian ESDM terkait usulan tersebut. 
Ia juga menambahkan bahwa langkah pertama untuk membatasi konsumsi bahan bakar bersubsidi adalah 
dengan menghentikan subsidi BBM untuk jenis kendaraan roda empat (Kompas, 2013). Basuki Tjahaja Purnama, 
wakil gubernur Jakarta, juga mengatakan bahwa Pemprov Jakarta saat ini sedang mencoba menjajaki pandangan 
masyarakat terkait rencana tersebut (Tempo, 2013a). Keputusan akhir atas isu ini akan bergantung pada 
musyawarah dengan pemerintah pusat, kementrian terkait serta regulator migas hilir (BPH Migas). 

Parahnya kemacetan Jakarta adalah motif kuat di belakang inisiatif ini, khususnya karena isu lalu lintas menjadi 
salah satu isu kebijakan pembangunan utama untuk wilayah Jabodetabek2  sebagai pusat bisnis dan administrasi 
Indonesia. Menurut Tigor Nainggolan, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, kondisi lalu lintas telah memburuk 
secara drastis dalam beberapa tahun terakhir, dan mengakibatkan kecepatan rata-rata mobil di jalanan Jakarta 
menjadi hanya sekitar 12 km per jam. 

Menurut Polda Metro Jaya, di tahun 2013, terdapat 16 juta kendaraan bermotor terdaftar di wilayah Jabodetabek, 
yang terdiri dari 11,93 juta motor, 3 juta mobil, 360.022 bus, 617.635 kendaraan komersil, dan 133.430 kendaraan 
khusus (Detik.com, 2014). Kepolisian menyatakan telah mengeluarkan rata-rata 4.000 izin motor dan 1.000 
mobil baru setiap harinya (Vivanews, 2014a). Kendaraan bermotor di Jabodetabek berjumlah kurang lebih 15,49 
persen dari jumlah kendaraan total di Indonesia, yang menurut BPS (n.d.b), mencapai 94,3 juta kendaraan di 
tahun 2012. Salah satu pendorong pertumbuhan luar biasa penggunaan kendaran bermotor di Indonesia adalah 
kebijakan BBM murah yang ada saat ini. 

Inisiatif Pemprov Jakarta di atas  telah didukung oleh sejumlah pihak, termasuk KADIN. Ketua KADIN, Suryo 
Bambang Sulisto, memandang rencana tersebut sebagai elemen kunci dari solusi atas permasalahan lalu lintas 
Jakarta, yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan bisnis (Vivanews, 2014b). Mantan wakil 
presiden Jusuf Kalla,  yang kini juga maju dalam pemilihan presiden, juga mengutarakan pendapatnya bahwa 
kapasitas Jakarta untuk dapat menangani banjir dengan baik, yang merupakan salah satu permasalahan utama 
yang lain di Jakarta, akan jauh lebih kuat jika anggaran subsidi BBM dapat dialihkan untuk membantu para korban 
banjir serta memperbaiki infrastruktur dan tata ruang kota untuk menanggulangi dampak banjir (Liputan6, 
2014a).

Akuisisi PGN  oleh Pertamina, atau merger PGN dengan Pertagas? 
Rencana untuk merombak dua BUMN sektor energi, yaitu PT Pertamina dan PT PGN, telah menjadi topik debat 
kebijakan energi Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Pembicaraan mengenai  potensi akuisisi atau merger 
antara kedua perusahaan tersebut telah berdampak pada penurunan nilai saham PT PGN, yang jatuh dari USD 
0,41 per saham sebelum November 2013 menjadi USD 0,37 per saham pada 30 Desember 2013 (Bursa Efek 
Indonesia, n.d.).  

Bisnis utama PT PGN adalah pengoperasian sistem gas hilir Indonesia, termasuk transmisi dan distribusi pipa 

2 Jabodetabek terdiri dari Jakarta dan kota-kota di sekitarnya, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.	
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gas.  Terdapat dua  proposal mengenai restrukturisasi BUMN ini: pertama, akuisisi langsung atas PGN oleh PT 
Pertamina; dan kedua, didahuluui dengan merger antara PT PGN dan PT Pertagas, anak perusahaan PT Pertamina 
yang beroperasi di sektor gas, kemudian diikuti dengan akuisisi akhir PGN oleh PT Pertamina. Kementrian 
Keuangan telah menyatakan mendukung rencana restrukturisasi ini (Inilah.com, 2014). Rencana akuisisi akan 
membuka peluang penghematan biaya transaksi penyewaan pipa transmisi dan distribusi gas, yang saat ini harus 
dikelola antara PT Pertamina dan PT PGN, dengan demikian dapat meningkatkan kapasitas PT Pertamina untuk 
mendukung strategi pemerintah untuk memperluas konversi penggunaan BBM ke gas di pasar domestik. 

Rencana restrukturisasi sektor energi telah menuai berbagai reaksi dari para komentator dan masyarakat. Para 
analis dari PT Investa Saran Mandiri, PT Panin Sekuritas, dan Trust Securities mengungkapkan kekhawatiran 
mereka bahwa rencana tersebut masih memiliki kekurangan, khususnya karena tekanan yang disebabkannya 
terhadap saham PT PGN (The Jakarta Post, 2014a). Kritik serupa juga datang dari anggota dewan. Ketua 
DPR, Marzuki Ali, mengatakan bahwa keputusan Kementrian BUMN untuk mendukung rencana tersebut 
adalah keputusan yang kurang matang, terbukti dari tekanan atas saham PT PGN sebagai respon atas rencana 
tersebut(Kompas, 2014a).

Harga Gas Berubah, Pemerintah Turun Tangan 
Harga LPG 12kg di Indonesia direvisi dua kali pada minggu pertama Januari 2014. PT Pertamina mengumumkan 
harga baru untuk LPG tabung besar yang digunakan secara luas oleh konsumen rumah tangga pada 1 Januari 
2014. Harga baru ini lebih tinggi Rp3.500 (US$0.32) per kg atau naik 67 persen dari harga sebelumnya. Ini adalah 
perubahan harga pertama sejak 2009, dimana harga LPG 12kg saat itu ditetapkan sebesar Rp5.850 (US$0.48) 
per kg. PT Pertamina mengklaim adanya kerugian dalam pendistribusian LPG sebesar Rp21.8 triliun (US$1.75 
milliar) dalam kurun waktu 2008 – 2013 (The Jakarta Post, 2014b), dan masih mengalami kerugian sebesar 
Rp2.100 (US$0.17) per kg meskipun telah menerapkan harga baru (Kompas, 2014b).

Pernyataan PT Pertamina didukung oleh laporan Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan kerugian PT 
Pertamina pada 2011 dan 2012 mencapai kisaran Rp7.7 triliun (US$ 628.52 million), yang sebagian besar terjadi 
dalam pengadaan LPG 12kg yang dijual di bawah harga produksi (Liputan6, 2014b; The Jakarta Post, 2014c).

Di Indonesia, LPG 12kg umumnya dianggap sebagai LPG non-subsidi karena pemerintah tidak mengkompensasi 
PT Pertamina saat menjual produk ini dengan harga di bawah harga pasar, seperti model kompensasi yang 
diterapkan untuk LPG 3kg, yang harganya ditetapkan pada US$0.35 per kg pada 2007 (IISD-GSI, 2012). Jika 
mengacu pada definisi subsidi yang diakui secara internasional, harga LPG 12kg tersebut dapat dikategorikan 
mengandung elemen subsidi, karena produk tersebut tidak dijual sesuai harga pasar sebagai akibat dari intervensi 
yang dilakukan pemerintah.

Pada 5 Januari 2014, menyusul penentangan masyarakat yang cukup signifikan terhadap pengumuman 
kenaikan harga LPG tabung 12kg, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengintervensi debat tersebut dengan 
menginstruksikan PT Pertamina dan kementrian terkait untuk mengkaji ulang keputusan tersebut dalam waktu 
dua puluh empat jam. Keesokan harinya, PT Pertamina merevisi kenaikan harga yang diusulkan menjadi USD 0,8 
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per kg (seperempat kenaikan sebelumnya), dan menetapkan harga eceran LPG 12kg sekitar USD 0,56 per kg. 
Pertamina menyatakan alasan utama di balik revisi tersebut adalah reaksi masyarakat terhadap kenaikan harga.

Di saat yang sama, sebagai tanggapan terhadap penurunan harga, PT Pertamina merevisi proyeksi pertumbuhan 
laba perusahaan untuk tahun 2014, dari sebesar 13,17 persen menjadi 5,65 persen. Menurut Hanung Budaya, 
Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina, 59 persen LPG yang dipasarkan oleh Pertamina adalah impor, 
sementara konsumsi LPG Indonesia pada 2013 mencapai 5,6 juta ton, dengan 4,4 juta ton diantaranya 
merupakan Elpiji bersubsidi (Kompas, 2014c). 

Dampak inflasi perubahan harga LPG diperkirakan tidak signifikan oleh sejumlah lembaga pemerintah dan pakar. 
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjoyo, mengatakan bahwa kenaikan harga awal pada 1 Januari akan 
menambah 0,13 persen ke dalam angka inflasi tahunan (Tribunenws, 2014), sementara Tony Prasentiantono, 
ekonom dari Universitas Gadjah Mada, memperingatkan pemerintah bahwa harga revisi tersebut akan 
mengakibatkan inflasi tahunan merambah ke tingkat 5,5-6,5 persen, yang berarti dapat melampaui satu persen 
dari target inflasi tahunan BI untuk 2014. Prasentiantono menyatakan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah akan 
menjadi faktor kunci yang menentukan tekanan inflasi pada 2014 (Kontan, 2014). Laporan terakhir dari BPS pada 
3 Februari 2014 menunjukkan bahwa Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nonmigas atau indeks 
harga grosir/a meningkat sebesar 1,81 persen dari Desember 2013 (BPS, 2014).

Alternatif Baru untuk Sistem Penetapan Harga BBM di Indonesia 
Pada 15 Januari 2014, Menteri Keuangan, Chatib Basri, menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji 
kemungkinan reformasi subsidi BBM untuk 2014, meskipun hal ini merupakan keputusan yang berisiko bagi para 
politisi yang menghadapi Pemilu pada April 2014. Ia menambahkan bahwa Kementrian ESDM saat ini sedang 
mempersiapkan ‘mekanisme distribusi tertutup’ untuk meningkatkan akurasi pendistribusian, dan skema ‘subsidi 
tetap’ (Kementrian Keuangan, 2014). 

Sistem distribusi tertutup, yang bertujuan meningkatkan akurasi distribusi subsidi kepada penerima yang 
berhak,  sejauh ini dapat dikatakan berjalan lamban. Program utama di bawah program ini, yakni skema Radio 
Frequency Identification (RFID), berencana menjangkau 4 juta kendaraan di Jakarta pada bulan Maret 2014. Di 
bawah program yang sama, peralatan pegendali konsumsi yang dirancang untuk mengidentifikasi kendaraan dan  
menentukan konsumsi BBM ditawarkan gratis di sejumlah SPBU yang ditentukan. PT INTI sebagai kontraktor 
yang bertanggung jawab atas pemasangan RFID melaporkan bahwa pada Januari 2014 terdapat 200.000 
kendaraan yang telah dilengkapi dengan RFID (Detik.com, 2014). Lebih lanjut, Direktur PT INTI menjelaskan 
bahwa implementasi hal ini terbukti sulit dan tidak mungkin dapat memenuhi kewajiban tender untuk 
menyediakan alat sejumlah 100 juta unit RFID pada Juli 2014. 

Kemungkinan penerapan subsidi BBM tetap, seperti yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan, akan mewakili 
kembalinya sebuah kebijakan subsidi yang pernah diterapkan di masa lalu. Pada masa pemerintahan Megawati 
Soekarnoputri, dari Juli 2001 hingga Oktober 2004, Indonesia sempat mengimplementasikan sistem subsidi 
tetap namun kemudian dirubah kembali. Dalam rentang waktu tertentu pada masa pemerintah Megawati, harga 
BBM sempat ditetapkan pada level 50 dan 75 persen dari harga pasar.
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